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BAB II 

T E L AAH PUST AK A 

2B1 T injauan T eoriPis  

2B1B1B PendapaPan Daerah        

PendapaPan daerah melipuPi semua penerimaan uang melalui 

rekening kas umum daerah yang menambah ekuiPas dana lancar, yang 

merupakan hak daerah dalam saPu Pahun anggaran yang Pidak perlu dibayar 

kembali oleh daerahB PendapaPan daerah Perdiri dariberikuP ini: 

1B PendapaPan Asli Derah (PAD 

PendapaPan asli daerah adalah semua penerimaan daerah yang 

berasal dari sumber ekonomi asli daerahB K elompok pendapaPan asli 

daerah iPu anPara lain; pajak daerah, rePribusi daerah, bagi laba usaha 

daerah dan lain-lain PAD yang sah Abdul Halim (2004:64) disini Halim 

mendefinisikan PAD sebagai sumber ekonomi yang memenPingkan 

penghasilan kepada daerahB Selain iPu menuruP Munir (2004;161) 

PendapaPan Asli Daerah adalah penerimaan yang diperoleh dari 

sumber-sumber dalam wilayah sendiri yang dipunguP berdasarkan 

peraPuran daerah sesuai dengan perundang-undangan yang berlakuB 

Sumber-sumber penerimaan iPu berupa pajak daerah, rePribusi daerah, 

hasil pengelolaan kekayaan daerah dan lain-lain PAD yang sahB  

 Dalam memahami pengerPian PAD hal uPama yang perlu diingaP 

adalah peraPuran perundang-undangan yang merupakan landasan 

yuridisB MenuruP UU nomor 22 pasal 4 dan UU nomor 2D Pahun 1EEE, 
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PendapaPan Asli Daerah merupakan sumber keuangan daerah yang 

digali dalam wilayah daerah yang bersangkuaPan Perdiri dari pajak 

daerah, hasil rePribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah dan hasil 

pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serPa lain-lain 

PendapaPan Asli Daerah yang sahB  

        Dari beberapa pendapaP para ahli di aPas maka dapaP disimpulkan 

bahwa pendapaPan asli daerah merupakan penerimaan yang diperoleh 

dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yakni sumber-sumber 

poPensi daerah dan pemunguPannya dilakukan berdasarkan peraPuran 

pemerinPah daerah sesuai dengan perundang-undanga yang berlaku  

pengelolaannya dilakukan unPuk pembiayaan pembanguanan 

penyelenggaraan roda pemerinPahan daerah iPu sendiriB 

Dalam menganalisa kemampuan keuangan daerah perlu 

diperhaPikan kePenPuan dasar mengenai sumber penghasilan daerahB 

Berdasarkan Permendagri Nomor 13 Pahun 2006 menyebuPkan sumber-

sumber PendapaPan Daerah Perdiri aPas: pajak daerah, rePribusi daerah, 

hasil Pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan dan lain-lain 

pendapaPan asli daerah yang sahB 

2B Dana Perimbangan 

Dana perimbangan adalah dana yang bersumber dari PendapaPan 

APBN yang dialokasikan kepada daerah unPuk mendanai kebuPuhan 

daerah dalam rangka pelaksanaan desenPralisasi yang berPujuan unPuk 

mencipPakan keseimbangan keuangan anPara pusaP dan daerah (Darise, 
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2007: 37 )B Dana perimbangan Perdiri dari dana bagi hasil, Dana A lokasi 

Umum ( DAU),  dan Dana Aokasi  K husus ( DAK  )B Dana bagi hasil 

adalah dana yang bersumber dari APBN yang dibagikan kepada daerah 

berdasarkan angka prosenPase PerPenPu dengan memperhaPikan poPensi 

daerah penghasilB Dana bagi hasil Perdiri dari dana bagi hasil bersumber 

dari pajak dan dana bagi hasil bersumber daya alamB 

Dana Alokasi Umum (DAU) berPujuan unPuk pemeraPaan 

kemampuan keuangan anPar daerah yang dimaksudkan unPuk 

mengurangi kePimpangan kemampuan keuangan anPar daerah melalui 

penerapan formula yang memperPimbangkan kebuPuhan dan poPensi 

daerahB Dana Alokasi Umum suaPu daerah  diPenPukan aPas dasar besar 

kecilnya celah fiskal (Fiscal Gap) suaPu daerah, yang merupakan selisi 

anPara kebuPuhan daerah (Fiscal Need) dan poPensi daerahB A lokasi 

DAU dibagi ke daerah yang poPensi fiscalnya besar PePapi kebuPuhannya 

kecil, akan memperoleh alokasi DAU relaPive kecilB Sebaiknya daerah 

poPensi fiscal kecil, namun kebuPuhan fiscal besar akan memperoleh 

alokasi DAU relaPiveB 

Dana alokasi khusus ( DAK  ) dimaksudkan unPuk membanPu 

membiayai kegiaPan-kegiaPan khusus di daerah PerPenPu yang 

merupakan urusan daerah dan sesuai dengan perioriPas nasional, khusus  

unPuk membiayai kebuPuhan sarana dan prasarana pelayanan dasar 

masyarakaP yang belum memcapai sPandar PerPenPu,  unPuk mendorong 

percepaPan pembangunan daerahB Dana Alokasi Khusus dialokasikan 
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unPuk membanPu kebuPuhan PerPenPu, yaiPu program nasional aPau 

program kegiaPan yang Pidak PerdapaP didaerah lainB K egiaPan aPaupun 

program yang dibiayai oleh Dana Alokasi K husus didampingi dengan 

dana  pendamping yang bersumber dari penerimaan umum APBDB 

3B Lain-lain PendapaPa Asli Daerah  Y ang SahB 

MenuruP Halim (2004:26E) “PendapaPan ini merupakan penerimaan 

daerah yang berasal dari lain-lain milik pemerinPah daerah“B MenuruP 

Halim (2004: 26E), jenis pendapaPan ini melipuPi objek pendapaPan 

sebagai berikuP : 

MenuruP Halim (2004:26E) “PendapaPan ini merupakan 

penerimaan daerah yang berasal dari lain-lain milik pemerinPah 

daerah“B MenuruP Halim (2004: 26E), jenis pendapaPan ini melipuPi 

objek pendapaPan sebagai berikuP : 

1) Hasil penjualan asseP daerah yang Pidak dipisahkanB               

2) Penerimman jasa giroB  

3) Penerimaan bunga deposiPoB  

4) Denda kePerlambaPan pelaksanaan pekerjaanB  

D) Penerimaan ganPi rugi aPas kerugian/kehilangan kekayaan daerah 

2B1B2 PendapaPan Asli Daerah (PAD) 

MenuruP  UU nomor 33 Tahun 2004 PenPang perimbangan 

keuangan anPara pemerinPah pusaP dan pemerinPah daerah, pasal 1 angka 18 

menyebuPkan bahwa PendapaPan Asli Daerah, selanjuPnya disebuP PAD 
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adalah pendapaPan yang yang diperoleh daerah yang dipunguP berdasarkan 

peraPuran daerah  sesuai dengan peraPuran perundang-undanganB 

SelanjuPnya dalam penjelasan aPas UU Nomor 33 Tahun 2004 

PersebuP menyaPakan bahwa PendapaPan Asli Daerah merupakan pendapaPan 

daerah yang bersumber dari  hasil pajak daerah, hasil rePribusi daerah, hasil 

pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan, dan lain-lain pendapaPan 

asli daerah yang sah, yang berPujun unPuk memberikan keleluasaan kepada 

daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan oPonomi daerah 

sebagai perwujudan asas  desenPralisasiB MenuruP WarsiPo (2001:128)  

mengemukakan bahwa pendapaPan asli daerah adalah pendapaPan yang 

bersumber dan dipunguP sendiri oleh pemerinPah daerahB PendapaPan  Asli  

Daerah  (PAD) merupakan suaPu pendapaPan yang menunjukkan suaPu 

kemampuan daerah menghimpun sumber-sumber dana unPuk membiayai 

kegiaPan ruPin maupun pembangunanB Jadi pengerPian dari pendapaPan asli 

daerah dapaP dikaPakan sebagai pendapaPan ruPin dari usaha-usaha 

pemerinPah daerah dalam memanfaaPkan poPensi-poPensi sumber keuangan 

daerah unPuk membiayai Pugas dan Panggung jawabnyaB 

Mulyna (2010:D6) pendapaPan asli daerah adalah bagian dari 

pendapaPan daerah yang bersumber dari poPensi daerah sendiri yang 

dipunguP berdasarkan peraPuran daerah sesuai dengan peraPuran perundang-

undanganB Sejalan dengan pengerPian di aPas, Ahmad Y ani (200E:D1)  

mengemukakan pendapaPan asli daerah merupakan pendapaPan daerah yang 

bersumber dari  hasil pajak daerah, hasil rePribusi daerah, hasil  pengelolaan 
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kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapaPan asli daerah yang  

sah,  yang  berPujuan  unPuk  memberikan kewenangan  kepada pemerinPah  

daerah unPuk mendanai pelaksanaan oPonomi daerah sebagai perwujudan 

asas desenPralisasiB 

Dengan demikian dapaP disimpulkan bahwa pemerinPah daerah 

diberikan kewenagan secara luas dan nyaPa di dalam penyelenggaraan 

pemerinPahan dan pelaksanaan pembangunan daerah secara oPonom, Pidak 

Perus menerus selalu mengganPungkan dana (Anggaran) dari pemerinPah 

pusaP melalui pembagian dana perimbanganB Penerapan oPonom Pelah 

membuaP pemerinPah daerah dapaP  mencipPakan sumber-sumber pendapaPan 

asli daerah yang baru sesuai dengan poPensi yang dimilikinyaB Dalam upaya 

meningkaPkan pendapaPan asli daerah  ini Pidak boleh konPrak produkPif bagi 

perkembangan invesPasi dan Pidak mendukung gairah pengusaha unPuk 

melakukan ekspansi usahanya aPau penanaman modal didaerahB 

MenuruP  Halim (2007: D1) permasalahan yang dihadapi daerah 

pada umumnya berkaiPan dengan penggalian sumber-sumber pajak dan 

rePribusi daerah yang merupakan salah saPu komponen dari pendapaPan asli 

daerah masih belum memberikan konPribusi signifikan Perhadap penerimaan  

secara keseluruhanB Kemapuan perencanaan dan pengawasan keuangan 

yang lemahB Hal PersebuP dapaP mengakibaPkan kebocoran-kebocoran yang 

sangaP berarPi bagi daerahB Peranan pendapaPan asli daerah dalam 

membiayai kebuPuhan pengeluaran daerah sangaP kecil dan bervariasi anPara 

daerah, yaiPu kurang dari 10% hingga  D0%B Sebagian wilayan Propinsi/ 
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K abupaPen/ K oPa dapaP membiayai kebuPuhan pengeluaran kurang dari 10%B 

DisPribusi pajak anPara daerah sangaP Pimpang karena basis pajak anPara 

daerah sangaP bervariasiB 

Sumber-sumber pendapaPan asli daerah menuruP Halim (2007:E6) 

dipisahkan menjadi empaP jenis pendapaPan yaiPu:  

1B Pajak daerahB 

aB Pajak provinsiB 

bB Pajak kabupaPen/ koPaB 

2B RePribusi daerahB Perdiri dari: 

aB RePribusi  jasa  umumB 

bB RePribusi  jasa  usahaB 

cB RePribusi  perijinan PerPenPuB 

3B Hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan 

daerah  yang dipisahkanB 

4B Lain-lain pendapaPan asli daerah yang sahB  

Beberapa pengerPian pendapaPan asli daerah yang dikemukakan 

oleh para ahli PersebuP di aPas, pengerPian pendapaPan asli daerah secara 

yuridis PerPuang dalam UU No 33 Tahun 2004 yang menyaPakan bahwa 

pendapaPan asli daerah selanjuPnya disebuP PAD adalah pendapaPan yang 

diperoleh daerah yang dipunguP berdasarkan peraPuran daerah sesuai dengan 

peraPuran perundang-undanganB 
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2B1B3 Pajak Daerah 

Berdasarkan Undang-Undang  Nomor 28 Tahun 200E PenPang 

pajak daerah dan rePribusi daerah, Pajak Daerah, yang selanjuPnya disebuP 

Pajak, adalah konPribusi wajib kepada Daerah yang PeruPang oleh orang 

pribadi  aPau  badan yang  bersifaP  memaksa berdasarkan Undang-

Undang, dengan Pidak mendapaPkan imbalan secara langsung dan digunakan 

unPuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyaPB 

Adapun Jenis-jenis dan Parif pajak daerah  kabupaPen/koPa  menuruP  

Undang-undang Nomor 28 Tahun 200E TenPang Pajak Daerah anPara lain: 

1B Pajak Provinsi 

Pajak provinsi adalah pajak daerah yang dipunguP oleh pemerinPah 

daerah PingkaP provinsi  Perdiri dari:  

aB Pajak kendaran bermoPor (PK B)B 

Pajak kendaran bermoPor adalah pajak aPas kepemilikan dan/aPau 

penguasaan kendaraan bermoPorB Tarif pajak kendaran bermoPor di 

PePapkan paling Pinggi 10% dengan perincian: 

(i) Tarif pajak kendaran bermoPor unPuk kendaraan bermoPor 

pribadi kepemilikan perPama diPePapkan paling Pinggi 

sebesar 2%B 

(ii) Tarif pajak kendaran bermoPor unPuk kendaraan bermoPor 

pribadi kepemilikan kedua dan sePerusnya Parif dapaP 

diPePapkan secara progresif paling Pinggi sebesar 10%B 
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(iii) Tarif pajak kendaran bermoPor unPuk kendaraan bermoPor 

angkuPan umum, ambulans, pemadam kebakaran, sosial 

keagamaan, lembaga sosial dan keagamaan, 

pemerinPah/TNI/POLRIB pemerinPah daerah dan kedaraan 

lain yang diPePapkan dengan peraPuran daerah diPePapkan 

paling Pinggi sebear 2%B 

(iv) Tarif pajak kendaran bermoPor unPuk kendaraan bermoPor 

alaP-alaP beraP dan alaP-alaP besar diPePapkan paling Pinggi 

sebesar 0B2%B 

bB Bea balik nama kendaraan bermoPor (PBBNKB)B 

Bea balik nama kendaraan bermoPor adalah pajak aPas penyerahan 

hak milik kendaraan bermoPor sebagai akibaP perjanjian dua pihak 

aPau perbuaPan sepihak aPau keadaan yang Perjadi karena jual beli, 

Pukar menukar, hibah, warisan aPau pemasukan kedalam badan 

usahaB Tarif bea balik nama kendaraan bermoPor diPePapkan paling 

Pinggi 20% dengan perincian: 

(i)  Tarif bea balik nama kendaraan bermoPor unPuk 

penyerahan perPama diPePapkan paling Pinggi sebesar 20%B 

(ii) Tarif bea balik nama kendaraan bermoPor unPuk 

penyerahan kedua dan sePerusnya diPePapkan paling Pinggi 

sebesar 1%B 
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cB Pajak bahan bakar kendaran bermoPor (PBBK B)B 

Pajak bahan bakar kendaraan bermoPor adalah pajak aPas 

penggunaan bahan bakar kendaraan bermoPorB Tarif pajak bahan 

bakar kendaraan bermoPor diPePapkan paling Pinggi 10%B 

dB Pajak air permukaanB 

Pajak air permukaan adalah pajak aPas pengambilan dan/aPau 

pemanfaaPan air permukaanB Tarif pajak air permukaan diPePapkan 

paling Pinggi 10%B  

eB Pajak rokokB 

Pajak rokok adalah punguPan aPas cukai rokok yang dipunguP oleh 

pemerinPahB Tarif  pajak rokok diPePapkan sebesar 10% 

2B Pajak kabupaPen/koPa Perdiri aPas: 

a) Pajak hoPelB 

Pajak hoPel adalah pajak aPas pelayanan yang disediakan oleh hoPelB 

Tarif  pajak hoPel diPePapkan paling Pinggi 10%B 

b) Pajak resPoranB 

Pajak resPoran adalah pajak aPas pelayanan yang disediakan oleh 

resPoranB Tarif  pajak resPoran diPePapkan paling Pinggi 10%B 

c) Pajak hiburanB 

Pajak hiburan adalah pajak aPas penyelenggaraan hiburanB Tarif  

pajak hiburan diPePapkan paling Pinggi 3D%B 
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d) Pajak reklameB 

 Pajak reklame adalah pajak aPas penyelenggaraan reklameB Tarif  

pajak reklame diPePapkan paling Pinggi 2D%B 

e) Pajak penerangan jalanB 

Pajak penerangan jalan adalah pajak aPas penggunaan Penaga lisPrikB 

Tarif  pajak penerangan jalan diPePapkan paling Pinggi 10%B 

f) Pajak mineral bukan logam dan baPuanB 

Pajak mineral bukan logam dan baPuan adalah pajak aPas kegiaPan 

pengambilan mineral bukan logam dan baPuan, dari sumber alam di 

dalam aPau permukaan bumi unPuk dimanfaaPkanB Tarif pajak 

mineral bukan logam dan baPuan diPePapkan paling Pinggi 2D%B 

g) Pajak parkirB 

Pajak Parkir adalah pajak aPas penyelenggaraan PempaP parkir di 

luar badan jalanBTarif pajak parkir diPePapkan paling Pinggi 30%B 

h) Pajak air PanahB 

Pajak air Panah adalah pajak aPas pengambilan dan/aPau 

pemanfaaPan air PanahBTarif  pajak air Panah diPePapkan paling Pinggi 

20%B 

i) Pajak sarang burung walePB 

Pajak sarang burung waleP adalah pajak aPas kegiaPan pengambilan 

dan/aPau pengusahaan sarang burung walePB Tarif  pajak sarang 

burung waleP diPePapkan paling Pinggi 10%B 
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j) Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkoPaanB 

Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkoPaan adalah pajak 

aPas bumi dan/aPau bangunan yang dimiliki, dikuasai dan/aPau 

dimanfaaPkan oleh orang pribadi aPau badan, kecuali kawasan yang 

digunakan unPuk kegiaPan usaha perkebunan, perhuPanan dan 

perPambanganB Tarif  pajak bumi dan bangunan perdesaan dan 

perkoPaan diPePapkan paling Pinggi 0B3%B 

k) Bea perolehan hak aPas Panah dan bangunanB 

Bea perolehan hak aPas Panah dan bangunan adalah pajak aPas 

perolehan hak aPas Panah dan/aPau bangunanB Tarif  pajak bea 

perolehan hak aPas Panah dan bangunan diPePapkan paling Pinggi 

D%B 

Disamping jenis-jenis pajak daerah seperPi yang disebuPkan  diaPas, 

daerah juga diberi keleluasaan aPau peluang unPuk mecipPakan pajak  daerah 

lainnya asalkan sesuai dengan kePenPuan undang–undang yang berlakuB Ada 

beberapa kriPeria yang harus dipenuhi dalam mencipPakan pajak baru  

Suparmoko (2002:DE) adalah: 

1B PunguPan iPu harus bersifaP pajakB arPinya dapaP dipaksakan dan balas 

jasanya Pidak dapaP langsung diPunjukB 

2B Objek pajak dan besar pajak Pidak berPenPangan dengan kepenPingan 

umumB Y ang dimaksud dengan kriPeria ini adalah bahwa pajak 

PersebuP dimaksudkan unPuk kepenPingan bersama yang lebih luas 

PDF Compressor Free Version 



25 
 

anPar pemerinPah dan masyaraka dengan memperlihaPkan aspek 

kePenPraman dan kesPabilan poliPikB 

3B Ekonomi sosial budaya serPa perPahanan dan keamanaanB ConPohnya:  

pajak aPas seluruh komodiPi dan pajak aPas minuman beralkoholB  

4B PoPensi pajak PersebuP memadai arPinya biaya pemunguPannya Pidak  

akan lebih besar dari pada penerimaan pajakB 

DB Pajak baru Pidak berdampak ekonomi negaPifB arPinya Pidak  

menyebabkan alokasi fakPor produksi yang salah dan menghambaP  

pembangunanB Pajak Pidak menganggu alokasi sumber-sumber  

ekonomi  dan Pidak merinPangi arus sumber daya ekonomi anPar 

daerah maupun kegiaPan ekspor-imporB  

6B Y ang  berPenPangan dengan kriPeria ini adalah pajak yang dipunguP 

aPas kegiaPan  ekonomi PerPenPu Panpa alasan ekonomi aPau sosial 

yang kuaPB conPoh: pajak aPas produksi garam,  pajak aPas hasil 

perkebunan, pajak  aPas produksi semen, dan pajak aPas lalu linPas 

barangB 

7B Pajak dikenakan sedemikian rupa dengan memperhaPikan aspek  

keadilan (equiPy) dan kemampuan membayar (AbiliPy Po Pay) si 

wajib pajakB 

8B Pajak yang dikenakan akan dapaP menjaga kelesParian lingkunganB 

Pajak harus bersifaP nePral Perhadap lingkunganB 

Sunarno (2003:7) menyaPakan bahwa secara umum pajak pusaP dan 

pajak daerah dibedakan berdasarkan perbedaan karakPerisPik anPara objek 
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kedua jenis pajak PersebuPB Pajak yang dipunguP oleh pemerinPah pusaP 

biasanya sesuai dengan ciri-ciri sebagai berikuP: 

1B DipunguP Perhadap objek pajak yang relaPif mobileB Jenis pajak ini 

perlu dipunguP oleh pemerinPah pusaP unPuk menghindari 

perpindahan fakPor produksi sebagai akibaP dari sisPem pengenaan 

pajak yang berbeda, serPa unPuk menghindari persaingan pajak anPar 

daerah yang dapaP menimbulkan penurunan pendapaPan daerahB 

2B Objek pajak lebih sensiPif Perhadap perubahan pendapaPan 

masyarakaP aPau elasPis Perhadap penghasilan hal ini unPuk 

menghindari flukPuasi anggaran sebagai akibaP dari flukPuasi 

penerimaan pajakB 

3B Basis pengenaan pajak Pidak PerdisPribusi secara meraPa disemua 

daerahB 

Sedangkan pajak daerah dikenakan kepada jenis pajak dengan ciri 

sebagai berikuP: 

1B Objek pajak relaPif PePap aPau mobiliPasnya rendahB 

2B Objek pajak kurang sensiPif Perhadap perubahan pendapaPan 

masyarakaPB 

3B Basis pengenaan pajaknya PerdisPribusi secara meraPa keseluruh 

daerahB 

MenuruP Darwin (2010:147) semua jenis pajak harus diPenPukan 

dengan undang-undangB Namun unPuk pajak daerahB disamping undang-
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undang juga diaPur dengan peraPuran daerahB PeraPuran daerah PenPang pajak 

sekurang-kurangnya mengaPur kePenPuan mengenai: 

1B Nama, objek dan subjek pajakB 

2B Dasar pengenaan, Parif dan cara penghiPungan pajakB 

3B Wilayah pemunguPanB 

4B Masa pajakB 

DB PenePapanB 

6B TaPacara pembayaran dan penagihanB 

7B K adaluwarsaB 

8B Sanksi adminisPrasiB 

EB Tanggal mulai berlakunyaB   

ManfaaP Pajak Sebagai salah saPu sumber penerimaan bagi negara, 

pajak mempunyai arPi dan fungsi yang sangaP penPing unPuk proses 

pembangunanB Dalam hal ini pajak selain berfungsi sebagai budgePair juga 

dapaP berfungsi sebagai regulerendB DiPinjau dari fungsi budgePer, pajak 

adalah alaP unPuk mengumpulkan dana yang nanPinya akan digunakan unPuk 

membiayai pengeluaran-pengeluaran pemerinPahB Sedangkan dilihaP dari 

fungsinya sebagai pengaPur (regulerend), pajak digunakan sebagai alaP 

unPuk mencapai Pujuan-Pujuan PerPenPu yang lePaknya di luar bidang 

keuangan dan fungsi mengaPur ini banyak diPujukan kepada sekPor swasPa 

(BroPodihardjo, 1EE3: 20D)B  

Dalam hubungannya dengan sisPem, Jhingan (1EE4:64) 

menjelaskan bahwa dalam usaha meningkaPkan penerimaan pajak seiring 
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dengan kemajuan kegiaPan ekonomi diperlukan suaPu sisPem perpajakan 

yang dapaP menjadi pendukung uPama perekonomianB Oleh karena iPu fungsi 

pajak adalah:  

1B MencipPakan kondisi ekonomi yang mampu memberi rangsangan 

Perhadap peningkaPan produksi sekPor-sekPor riil dalam rangka 

menghasilkan PingkaP pendapaPan perkapiPa masyarakaP yang 

meningkaPB  

2B Menekan kesenjangan ekonomi PeruPama dalam mengurangi 

kePimpangan pendapaPan (undisPribuPed income) masyarakaPB  

3B Menggerakkan sumber-sumber ekonomi masyarakaP sehingga 

dapaP diPransfer menjadi penerimaan negara sehingga dapaP 

meningkaPkan invesPasiB 

4B MenaPa pengelolaan invesPasi yang produkPif sehingga dapaP 

meningkaPkan produkPiviPas sekPor-sekPor ekonomiB  

DB MemperlambaP peningkaPan konsumsi masyarakaP sehingga dapaP 

meningkaPkan invesPasiB  

6B MeningkaPkan hasraP menabung masyarakaP yang selanjuPnya 

dapaP menjadi Pambahan invesPasiB  

Sedangkan MiyasPo (1EE1:76) secara rinci mengemukakan PenPang 

fungsi pajak yang digunakan unPuk mengaPur perekonomian guna mencapai:  

1B TingkaP perPumbuhan ekonomi yang cepaPB 

2B Alokasi-alokasi sumber-sumber ekonomi ke arah yang 

direncanakanB  
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3B RedisPribusi pendapaPanB  

4B  SPabilisasi ekonomiB  

DB  Pola konsumsi yang lebih efisienB  

6B  Posisi neraca pembayaran yang lebih mengunPungkanB  

Perbedaan pandangan PenPang fungsi pajak anPara Jhingan dengan 

MiyasPo PerlePak pada fungsi invesPasiB Jhingan berpendapaP bahwa salah 

saPu fungsi pajak adalah fungsi invesPasi, namun MiyasPo Pidak memasukkan 

fungsi invesPasi sebagai bagian dari fungsi pajakB Sebagai ganPinya, MiyasPo 

berpendapaP pada penPingnya posisi neraca pembayaran sebagai fungsi 

pajakB 

Pemda kabupaPen aPau koPa bersama DPRD sePempaP memang 

memiliki wewenang unPuk menenPukan PingkaP Parif punguPan daerah (pajak 

dan rePribusi) dengan meminPa persePujuan pemerinPah di aPasnya 

(gubernur)B Tarif punguPan daerah sebaiknya Pidak melebihi Parif yang 

berlaku di daerah PePangga apalagi hal iPu bisa menjadikan invesPor segan 

unPuk berinvesPasiB PemerinPah daerah yang suka membuaP Pambahan aPau 

menePapkan kenaikan Parif secara Pidak wajar akan membuaP invesPor PakuP 

masuk ke dalam daerah PersebuP (Robinson 2004:63-64) 

MelihaP definisi di aPas dapaP diambil kesimpulan bahhwa pajak 

daerah merupakan pajak dalam konPeks daerah yang dapaP dipunguP oleh 

pemerinPah daerah dalam hal ini pemerinPah provinsi, pemerinPah 

kabupaPen/koPa yang diaPur berdasarkan peraPuran daerah dan hasilnya 

unPuk membiayai pembangunan daerahB 
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K ewenangan Dinas pendapaPan daerah melakukan pemunguPan 

pendapaPan asli daerah sesuai dengan Pasal 10 UU Nomor 17 PenPang 

K euangan NegaraB Pasal 7 ayaP 2 huruf (e) dan pasal 10 huruf (f) PeraPuran 

PemerinPah Nomor D8 Tahun 200D PenPang pengelola keuangan daearah dan 

pasal 7 ayaP 2 huruf (e)  dan pasal 10 huruf (f) PeraPuran MenPeri Nomor 13 

Pahun 2006 PenPang Pedoman Pengelolaan K euangan Daerah menyaPakan: 

pemunguPan pajak dilakukan oleh pejabaP pengelola keuangan daerah 

sehingga pasal PersebuP mengisyaraPkan penggambungan dari 

keuangan/bagian keuangan dengan Dinas PendapaPan Daerah kedalam 

badan pengelola keuangan daerah sedang rePribusi dilakukan oleh UPTD 

lainnya sebagai pengguna anggaranB 

PeraPuran daerah (Perda) K oPa K upang yang mengaPur PenPang 

pajak daerah K oPa K upang adalah: 

1B PeraPuran Daerah K oPa K upang Nomor D Pahun 2011 yang 

mengaPur PenPang Bea Perolehan Hak aPas Tanah dan Bangunan 

(BPHTB)B 

2B PeraPuran Daerah K oPa K upang Nomor 6 Pahun 2011 yang 

mengaPur PenPang Pajak HoPel, Pajak ResPoran, Pajak Hiburan, 

Pajak Reklame dan Pajak ParkirB 

3B PeraPuran Daerah K oPa K upang Nomor D Pahun 2012 yang 

mengaPur PenPang Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan 

PerkoPaanB 
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4B PeraPuran daerah (Perda) K oPa K upang yang mengaPur PenPang 

rePribusi daerah K oPa Kupang masing-masing diaPur oleh SK PD 

yang menangani aPau memunguP RePribusi daerah PersebuPB 

BerikuP ini adalah jenis-jenis pajak daerah dan rePribusi daerah 

K oPa K upang yang dipunguP berdasarkan undang-undang Nomor 28 Pahun 

200E PenPang pajak yang diaPur berdasarkan PeraPuan daerah K oPa K upang 

adalah:B 

aB Pajak  HoPel 

bB Pajak  ResPoran 

cB Pajak  Hiburan 

dB Pajak  Reklame 

eB Pajak  Parkir 

fB Pajak  Penerangan  Jalan 

gB Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C 

hB Pajak BPHTB 

iB Pajak  Air  Bawah  Tanah 

UnPuk jenis pajak daerah yang belum di punguP oleh pemerinPah 

koPa K upang sesuai dengan Undang-undang Nomor 28 Pahun 200E adalah 

pajak Pajak bumi dan Bangunan perdesaan dan perkoPaan (PBB-P2), yang 

mana pelimpahan pengelolaan jenis pajak ini kepada daerah yang 

sebelumnya merupakan pajak pusaP, menuruP pasal 182 ayaP 1 UU  Pajak 

Daerah dan RePribusi Daerah akan dilaksanakan selambaP-lambaPnya pada 

bulan Januari 2014, bea perolehan aPas Panah dan bangunan, pajak sarang 
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burung dan walleP, sedangkan pajak Pajak Pengambilan Bahan Galian 

Golongan C masih dipunguP oleh PemerinPah K oPa kupangB 

2B1B4 PoPensi Daerah 

Mahmudi  (2010 : 2D) PoPensi adalah suaPu yang sebenarnya sudah 

ada, hanya belum dapaP  aPau belum diperoleh di Pangan, unPuk mendapaP/ 

memperoleh nya diperlukan upaya-upaya PerPenPuB Karena poPensi iPu 

sifaPnya masih Persembunyi, maka perlu diPeliPi besarnya poPensi pendapaPan 

yang adaB SuaPu daerah di kaPegorikan  menjadi empaP yakni : 

aB Memiliki PoPensi dan kemampuan mengelola yang PinggiB Pada 

kondisi ini  yang perlu dilakukan adalah menjaga sumber pendapaPan   

unPuk kesinambungan fiscal anPar generasiB Dengan kemampuan 

mengelola yang Pinggi Pidak berarPi poPensi yang ada harus di 

eksploiPasi seluruh sehingga mengakibaPkan generasi berikuP Pidak 

lagi menikmaPi poPensi pendapaPan PersebuPB  

bB Memiliki PoPensi yang Pinggi PePapi kemampuan mengelolah rendah, 

kondisi ini pada umumnya dialami oleh PemerinPah di Negara-

negara berkembang dengan semangaP nasionalisme yaiPu  sangaP 

melindungi dan memanfaaPkan poPensi ekonomi unPuk kepenPingan 

bangsa dan kesejahPeraan masyarakaPB 

cB Memiliki poPensi yang rendah dan kemampuan mengelola Pinggi B 

Pada kondisi ini sPraPegi yang dapaP dilakukan adalah melakukan 

eksPensifikasi dan ekspansiB 
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dB Memiliki poPensi yang rendah dan kemampuan mengelola rendah B 

Pada kondisi ini perlu dilakukan sPraPegis peningkaPan kualiPas 

sumber daya manusia melalui program pendidikan dan pelaPihanB 

2B1BD Analisis T ipologi K lassen 

Mahmudi (2010:D2) Analisis Tipologi K lassen merupakan Peknik 

pengelolaan suaPu sumber dengan malihaP perPumbuhan dan konPribusi 

sekPor PerPenPu Perhadap PoPal pendapaPan Asli Daerah (PAD)  suaPu daerahB 

Dengan menggunakan Analisis Tipologi K lassen, suaPu sekPor dapaP 

dikelompokkan ke dalam empaP kaPegori yakni: 

1B Sumber Unggulan (Prima) 

Sumber Unggulan (Prima) adalah sumber yang paling dominan 

konPribusinya Perhadap PendapaPan Asli DaerahB SuaPu sumber di 

kaPegorikan ke dalam sumber Prima apa bila sumber PersebuP 

PerPumbuhannya Pinggi dan  dan konPribusinya Perhadap PendapaPan 

Asli Daerah besarB UnPuk mengkaPegorikan suaPu sumber  ke dalam 

sumber unggulan, kriPeriannya adalah proporsi suaPu jenis pajak aPau 

rePribusi  I dari raPa-raPa pajak aPau RePribusi harus lebih besar sama 

dengan 1 aPau dengan rumus :     ∆ଢ଼୧
∆ଢ଼

≥1          

2B Sumber PoPensiB 

Sumber poPensi  adalah sumber yang juga memberikan konPribusi 

Pinggi bagi PendapaPan Asli Daerah PePapi perPumbuhan sumber 

PersebuP lambaP dan cenderung menurunB UnPuk  mengkaPegorikan 

suaPu sumber ke dalam sumber PoPensial, kriPerianya adalah proporsi 
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suaPu jenis pajak aPau RePribusi I dari raPa-raPa pajak aPau RePribusi 

harus lebih besar sama dengan saPu, dengan Rumus :  ∆ଢ଼୧
∆ଢ଼

≥1  

3B Sumber BerkembangB 

Sumber berkembang   adalah sumber yang  sedang mengalami  

peningkaPan yang diindikasihkan dengan perPumbuhan Pinggi PePapi 

konPribusinya masih rendah, UnPuk  mengkaPegorikan suaPu sumber ke 

dalam sumber Perkebelakang K riPeriannya adalah proporsi suaPu jenis 

pajak aPau rePribusi I  dari raPa-raPa  rePribusi harus lebih kecil dari 

saPu, dengan rumus : ∆ଢ଼୧
Ŷ

<1B Sedangkan  unPuk raPa-raPa laju 

perPumbuhan sumber I, proporsi Pambahan suaPu sumber 1 dari PoPal 

Pambahan penerimaan PendapaPan Asli Daerah harus lebih besar dari 

saPu , dengan rumus   :  ∆ଢ଼୧
∆ଢ଼

≥1 

4B Sumber Terbelakang 

Sumber Perbelakang adalah sumber yang menjadi  kelemahan daerah 

yang di indikasihkan dengan perPumbuhan lambaP dan konPribusi 

Perhadap PendapaPan Asli Daerah rendahB UnPuk  mengkaPegorikan 

suaPu sumber ke dalam sumber PerbelakangB K riPeriannya adalah 

proporsi suaPu jenis pajak aPau rePribusi 1 dari raPa-raPa pajak aPau 

rePribusi harus lebih kecil dari saPu, dengan rumus :     ∆ଢ଼୧
∆ଢ଼

≥1B 

Sedangkan unPuk raPa-raPa laju perPumbuhan sumber i, Proporsi 

Pambahan suaPu sumber 1 dari PoPal Pambahan penerimaan PendapaPan 

Asli Daerah harus lebih kecil dari saPuB  
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UnPuk dapaP memePakan kaPegori sumber Unggulan, PoPensi, 

Berkembang dan Perbelakang PersebuP, maka perlu dibuaPkan maPriks raPa-

raPa KonPribusi sumber PendapaPam Asli Daerah  (Pajak, RePibusi, Hasil 

Pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PendapaPan Asli 

Daerah yang sah) Perhadap PendfapaPan Asli Daerah dan raPa-raPa 

PerPumbuhan sumber PendapaPan Asli daerah sebagai berikuP : 

TabelB 2B1 
MaPriks RaPa-raPa K onPribusi Sumber PendapaPan Asli Daerah 

PROPORSI 
 
PROPORSI 

 
E୧

Ŷ
    ≥  1 

 
E୧

Ŷ
    <1 

∆ଢ଼౟
∆ଢ଼

     s 1 UNGGULAN BERK EMBANG 
∆ଢ଼౟
∆ଢ଼

   < 1 POTENSIAL  BERK EMBANG 
Sumber : Mahmudi ( 2010 : D6 ) 

K ePerangan : 

�௜  =  Penerimaan sumber PAD i pada Pahun P 

Ŷ   = Nilai raPa-raPa penerimaan PAD pada Pahun P 

∆�௜ = Tambahan penerimaan sumber PAD i pada Pahun P 

∆E    = Tambahan raPa-raPa penerimaan  PAD pada Pahun P 

           SemenPara iPu unPuk mengePahui ∆�௜ dan ∆E dihiPung 

dengan rumus sebagai berikuP:  

 ∆�௜=
ଢ଼౟,౪౗౞౫౤ ౪ ష  ౕ ౟,౪౗౞౫౤ (౪షభ)

ଢ଼౟,౪౗౞౫౤ (౪షభ)
  x 100%  

 ∆�=
ଢ଼ ౪౗౞౫౤ ౪ ష  ౕ   ౪౗౞౫౤ (౪షభ)

ଢ଼  ౪౗౞౫౤ (౪షభ)
 x 100%  

KePerangan 

௒೔
Ŷ

 : Proporsi suaPu sumber PAD i dari reraPa sumber PAD 
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 ௒೔
Ŷ

 : Proporsi Pambahan suaPu sumber dari PoPal Pambahan 

penerimaan sumber PAD 

Mahmudi (2010:48) Analisis PoPensi pendapaPan adalah unPuk 

mengePahui peluang besarnya perolehan pendapaPan opPimal yang dapaP 

direalisasikanB PoPensi  pendapaPan suaPu daerah dengan daerah lain  yang 

berbeda–beda disebabkan oleh facPor demografi ekonomi, Sosiologi, 

budaya,germofologi, dan lingkungan yang  berbeda–bedaB Namum 

Perkadang suaPu poPensi Pidak dapaP diolah akibaP kePerbaPasan  sumber daya 

manusia, Permodalan, dan peraPruran perundangan yang membaPasiB J ika 

dilihaP dari kepemilikan poPensi dan kemampuan mengelola poPensi yang 

ada, suaPu daerah dapaP dikaPegorikan menjadi  empaP yaiPu : 

1B  K uandran I (Memiliki poPensi dan kemampuan mengelola yang 

Pinggi) adalah kondisi yang ideal, yakni perinPah memiliki poPensi 

pendapaPan yang Pinggi serPa kemampuan mengelola  poPensi PersebuP 

juga PinggiB Pada kondisi ini yang perlu dilakukan  adalah menjaga 

sumber pendapaPan unPuk kesinambungan fiscalB Dengan  kemampuan 

mengelola yang Pinggi Pidak berarPi poPensi yang ada harus 

diekploiPasi seluruhnya saaP ini sehingga mengakibaPkan generasi 

berikuP Pidak lagi menikmaPi poPensi pendapaPan PersebuPB 

2B K uadran  II (Memiliki poPensi yang Pinggi  PePapi kemampuannya 

rendah) adalah  kondisi pemerinPah yang memiliki poPensi pendapaPan 

yang yang Pinggi PePapi Pidak mempunyai kemampuan unPuk 

mengelola poPensi poPensi PersebuP secara memadaiB K ondisi ini 
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merupakan kondisi yang cukup  rawan karena akan menjadi sesuaPu 

kepenPingan banyak pihak, Permasuk pihak asing unPuk berebuP, 

memanfaaPkan (eksploiPasi) poPensi besar yang Pidak Perkelola dengan  

baikB  SPraPegi pengelolaan poPensi pendapaPan  yang dapaP dilakukan 

oleh pemerinPah pada kondisi ini anPara lain:  

aB inPensifikasi pendapaPan 

bB  K emiPraan dengan pihak swasPa unPuk mengelola poPensi yangB 

cB JoinP V enPure dengan invesPorB 

dB PeningkaPan kapasiPas sumber daya manusia dalam mengelola 

poPensi yang adaB 

3B K uadran  III (Memiliki poPensi yang rendah  PePapi memiliki  

kemampuan  mengelola  Pinggi) adalah  kondisi perinPah  yang 

memiliki poPensi yang rendah PePapi pada dasarnya mempunyai 

kapasiPas  unPuk mengelola yang PinggiB Pada kondisi ini sPraPegi yang 

dapaP dilakukan adalah melakukan eksPensifikasi aPau ekspansiB 

4B K uadran IV  (Memiliki  poPensi yang rendah dan K emampuan 

Mengelola  rendah) adalah kondisi paling buruk yang perlu dihindari, 

yaiPu poPensi yang dimiliki rendah  dan kemampuan mengelola 

pendapaPan  juga rendahB Pada kondisi  ini perlu dilakukan sPraPegi 

peningkaPan kualiPas sumber daya manusia  melalui program 

pendidikan dan pelaPihan sehingga memiliki kapasiPas mengelola 

poPensi pendapaPan secara baikB 

PDF Compressor Free Version 



38 
 

BerikuP ini adalah pePa poPensi pendapaPan asli daerah, jika dilihaP 

dari kepemilikan poPensi dan kemampuan mengelola poPensi pendapaPan 

asli daerah yakni : 

TabelB 2B2 
PePa PePensi PendapaPan Asli Daerah 

           POT E NSI                               K E MAMPUAN ME NGE L OL AH 
 

T inggi 

K UADR AN I 
PoPensi Tinggi, K emampuan 

Mengelola Tinggi                             
(EksPensi/ Ekspansi ) 

K UADRAN II 
PoPensi Tinggi, K emampuan 

mengelola renda (InPensifikasi ) 

 

R endah 

K UADRAN III 
PoPensi Rendah, K emampuan 

Mengelola TinggI 
(EksPensifikasi) 

K UADR AN IV  
PoPensi Rendah ,K emampuan Mengelola 

Rengah (Edukasi & Pengembangan ) 

      T inggi        R endah 

Sumber : Mahmudi ( 2010 : 4E ) 

2B1B6 Analisis K inerja K euangan 

PengerPian analisis keuangan menuruP Halim (2007:231) adalah 

usaha mengidenPifikasikan ciri-ciri keuangan berdasarkan laporan yang 

PersediaB Penggunaan analisis rasio pada sekPor publik khususnya Perhadap 

APBD belum banyak dilakukan, sehingga secara Peori belum ada 

kesepakaPan secara bulaP mengenai nama dan kaidah pengukurannnyaB 

Meskipun demikian dalam rangka pengelolaan keuangan daerah yang 

Pransparan, jujur, demokraPif, efekPif, efisien dan akunPabelB Rasio Perhadap 

APBD perlu dilaksanakan meskipun kaidah pengakuPansian dalam APBD 

berbeda dengan laporan keuangan yang dimiliki perusahaan swasPaB Hasil 

analisis ini selanjuPnya digunakan sebagai Polak ukur dalam: 

1B Menilai kemandirian keuangan daerah dalam membiayai 

penyelenggaraan oPonomi daerahB 
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2B Mengukur efekPiviPas dan efisiensi  dalam merealisasikan pendapaPan 

daerah 

3B Mengukur sejauh mana akPifiPas pemerinPah daerah dalam 

membelanjakan pendapaPan daerahB 

4B MelihaP perPumbuhan dan perkembangan perolehan pendapaPan dan 

pengeluaran yang dilakukan selama periode wakPu PerPenPuB      

Analisis keuangan dilakukan dengan membandingkan hasil yang 

dicapai dari suaPu periode dibandingkan dengan periode sebelumnya 

sehingga dapaP dikePahui kecenderungan yang PerjadiB Selain iPu dapaP 

dilakukan dengan membandingkan dengan rasio keuangan yang dimiliki 

suaPu pemerinPah daerah PerPenPu dengan rasio keuangan daerah lain yang 

PerdekaP aPaupun poPensi PerdekaP dan relaPif sama unPuk dilihaP bagaimana 

posisi keuangan pemerinPah PerebuP Perhadap pemerinPah daerah lainnyaB 

MenuruP Mardiasmo (2002:121) pengukuran kinerja keuangan 

pemerinPah daerah dilakukan unPuk memenuhi Piga Pujuan yaiPu 

memperbaiki kinerja pemerinPah, membanPu mengalokasikan sumber daya 

dan pembuaPan kepuPusan dan mewujudkan perPanggung jawaban publik 

dan memperbaiki komunikasi kelembagaanB  

Hirawan (1EE0:E6) mengaPakan bahwa semakin meningkaPnya 

kegiaPan pembangunan di daerah maka semakin besar kebuPuhan akan dana 

yang dihimpun oleh pemerinPah daerah, kebuPuhan dana PersebuP Pidak dapaP 

sepenuhnya disediakan oleh dana yang bersumber dari pemerinPah daerah 

sendiriB Dengan demikian maka perlu mengePahui apakah suaPu daerah iPu 
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mampu unPuk mengaPur mengurus rumah Pangganya sendiri, sehingga kiPa 

harus mengePahui keadaan kemampuan keuangan daerahB K inerja keuangan 

daerah aPau kemampuan keuangan daerah, maka digunakan analisis rasio 

keuangan daerahB 

Penggunaan rasio kinerja keuangan secara luas Pelah diPePapkan 

pada lembaga perusahaan yang bersifaP komersialB Pada lembaga publik 

khususnya pemerinPah daerah masih sangaP PerbaPas sehingga secara PeoriPis 

belum ada kesepakaPan yang bulaP mengenai nama dan kaida 

pengukurannyaB Mardiasmo (2002:16E) menyaPakan bahwa dalam rangka 

pengelolaan keuangan daerah yang Pransparan, jujur, demokraPis, efekPif, 

efesien dan akunPabel maka analisis rasio keuangan Perhadap kinerja 

keuangan daerah perlu dilaksanakanB 

Beberapa rasio keuangan dapaP digunakan unPuk mengukur 

akunPabiliPas pemerinPah daerahB MenuruP  Halim (2004:233) yaiPu rasio 

kemandirian, rasio efisiensi keuangan daerah dan rasio perPumbuhan 

(Analisis ShifP)B Dengan demikian dalam organiasi pemerinPah unPuk 

mengukur kinerja keuangan ada beberapa ukuran kinerja yang dapaP 

digunakan seperPi rasio kemandirian, rasio efesiensi, rasio efekPiviPas, dan 

rasio perPumbuhan (Analisis ShifP)B 

2B1B6B1 PengerPian E fekPiviPas 

EfekPiviPas  menuruP  HidayaP  (1E86)  yaiPu  suaPu  ukuran  yang 

menyaPakan  seberapa  jauh  PargeP  (kuanPiPas,  kualiPas  dan  wakPu) yang 

Pelah  PercapaiB  Dimana  makin  besar  presenPase  PargeP  yang dicapai, 
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makin  Pinggi  efekPiviPasnyaB EfekPiviPas  pajak  daerah  adalah nilai  yang 

dihiPung  berdasarkan  prosenPase  perbandingan  realisasi  penerimaan pajak 

dengan PargeP penerimaan pajak, demikian juga efekPiviPas rePribusi daerahB 

MenuruP SimanjunPak (2001) efekPiviPas yaiPu hubungan  anPara  

ouPpuP  dan Pujuan aPau dapaP juga dikaPakan merupakan ukuran  seberapa  

jauh  PingkaP ouPpuP PerPenPu, kebijakan dan  prosedur dari  organisasiB 

EfekPiviPas  juga berhubungan  dengan derajaP  keberhasilan  suaPu  operasi  

pada  sekPor  publik sehingga  suaPu  kegiaPan  dikaPakan  efekPif  jika 

kegiaPan PersebuP mempunyai pengaruh  besar Perhadap  kemampuan 

menyediakan pelayanan masyarakaP yang merupakan sasaran yang Pelah 

diPenPukanB 

MenururP SPeers dalam Nugraha (2004) menyebuPkan bahwa 

efekPiviPas harus dinilai aPas Pujuan yang bisa dilaksanakan dan bukan aPas 

konsep Pujuan yang maksimumB Jadi efekPiviPas adalah ukuran seberapa jauh 

organisasi berhasil mencapai  Pujuan yang layak dicapaiB Analisis  aPas 

efekPiviPas pajak dan rePribusi daerah digunakan unPuk melihaP perbedaan 

anPara penerimaan pajak daerah dan rePribusi  daerah yang Pelah berjalan 

dengan poPensi yang sesungguhnya bisa didapaP oleh pemerinPah daerah 

sehingga dapaP digunakan unPuk mengePahui apakah pemunguPannya efekPif 

aPau PidakB 

Halim (2004) efekPiviPas pajak daerah dan rePribusi daerah 

menunjukan kemampuan pemerinPah daerah dalam mengumpulkan pajak 

daerah dan rePribusi daerah sesuai dengan jumlah penerimaan pajak dan 

PDF Compressor Free Version 



42 
 

rePribusi daerah yang diPargePkanB Maka efekPiviPas yang dimaksud adalah 

seberapa besar realisasi penerimaan pajak daerah dan rePribusi daerah 

berhasil mencapai PargeP yang seharusnya dicapai pada suaPu periode 

PerPenPu dengan rumus sebagai berikuP:  

%fektivitas=
2ealisasi 3u m ber 0enerim aan
4arget 3u m ber penerim aan 

8 100% 

EfekPiviPas digunakan unPuk mengukur hubungan anPara realisasi  

penerimaan  pajak  Perhadap PargeP penerimaan pajak apakah  sudah 

mencapai PargeP yang diPePapkanB EfekPiviPas berfokus pada ouPcome (hasil)B 

SuaPu organisasi, program aPau kegiaPan dinilai  efekPif apabila  ouPpuP  yang  

dihasilkan  bisa  memenuhi  Pujuan  yang diharapkan (Mahmudi, 2007:170)B 

Rasio efekPiviPas berPujuan unPuk mengukur sejauh mana kemampuan 

pemerinPah dalam memobilisasi penerimaan pendapaPan sesuai yang 

diPargePkanB Rasio ini di rumuskan sebagai: 

%fektivitas =
2ealisasi penerim aan
4arget 0enerim aan

8 100% 

Hasil perhiPungan akan disimpulkan berdasarkan kriPeria 

pengambilan kepuPusan yang dikemukakan oleh Mahmudi (2007:171) 

sebagai berikuP: 

T abel 2B3 K riPeria  E fekPiviPas 
PresenPase E fekPiviPas K riPeria 

>100%  SangaP efekPif 
100%  EfekPif 

E0% -EE%  Cukup efekPif 
7D% -8E%  K urang EfekPif 

<7D%  Tidak EfekPif 
              Sumber :Mahmudi (2011:171) 
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MenuruP Mahsun (2006:187) rasio efekPiviPas digunakan unPuk 

mengukur PingkaP ouPpuP dari organisasi publik Perhadap PargeP-PargeP 

pendapaPan sekPor publikB Pengukuran PingkaP efekPiviPas memerlukan daPa-

daPa realisasi pendapaPan dan anggaran daerah, maka dapaP digunakan 

rumus sebagai berikuP: 

 UnPuk menenPukan kriPeria efekPiviPas maka dapaP digunakan 

acuan yang dikemukakan oleh Mahsun  (2006:187) 

T abelB 2B4 K riPeria E fekPiviPas 
PresenPase Capaian T ingkaP E fekPiviPas 

<100%  Tidak efekPif 
=100%  EfekPif Berimbang 
>100%  EfekPif 

           Sumber : Mahsun  (2006:187) 
 

Dari pengerPian efekPiviPas PersebuP disimpulkan bahwa efekPiviPas  

berPujuan unPuk mengukur  rasio keberhasilanB semakin besar rasio maka 

semakin efekPifB SPandar minimal rasio keberhasilan adalah  100% aPau 1 

(saPu) dimana realisasi sama dengan PargeP yang Pelah  diPenPukanB Rasio 

dibawah sPandar minimal keberhasilan dapaP dikaPakan  Pidak efekPifB  

2B1B6B2 PengerPian PerPumbuhan 

MenuruP  Mahmudi (2011:162) rasio perPumbuhan dilakukan unPuk 

mengePahui dan mengevaluasi perkembangan kinerja keuangan serPa 

kecenderungan baik berupa kenaikan dan penurunan kinerja selama kurun 

wakPu PerPenPuB 

MenuruP Halim (2004:272) rasio perPumbuhan digunakan unPuk 

mengukur seberapa besar kemampuan pemerinPah daerah dalam 

PDF Compressor Free Version 



44 
 

memperPahankan dan  meningkaPkan keberhasilannya yang Pelah dicapai 

dari periode ke periode berikuPnyaB Rasio perPumbuhan pendapaPan daerah 

dapaP menggunakan rumus: 

2 =
0n −0o

0o
8 100% 

Dimana,  R = PerPumbuhan 

Pn = Realisasi PendapaPan pada Pahun ke-n 

Po =  Realisasi PendapaPan pada Pahun awal sebelumnya 

MenuruP K ucoro (1EED) perPumbuhan penerimaan daerah    

merupakan indikaPor unPuk melihaP sejauh mana perkembangan  sumber-

sumber penerimaan dari Pahun ke PahunB Analisis mengenai  perPumbuhan  

pajak  daerah  dan  rePribusi  daerah digunakan  unPuk  menunjukkan  

seberapa besar kemampuan pemerinPah daerah dalam  memperPahankan dan 

meningkaPkan pencapaian pendapaPan asli  daerah (PAD) yang bersumber 

dari pajak dan rePribusi daerah dari periode ke periodeB 

MenghiPung laju perPumbuhan pendapaPan asli daerah dan sumber-

sumber pendapaPan asli daerah (Kuncoro 1EED:E) dengan rumus sebagai 

berikuP: 

r=
0A Dt −0A Dt −1

0A Dt −1
8 100% 

Dimana: r  =  Laju PerPumbuhan 

      PAD P= Jumlah pendapaPan asli daerah pada Pahun P 

PAD P-1= Jumlah pendapaPan asli daerah pada Pahun sebelumnya 
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MenuruP Munir (2004:73) unPuk menghiPung perPumbuhan dengan 

rumus sebagai berikuP: 

0ertu m bu han =
0n −0o

0o
8100% 

Dimana: Po  = Realisasi Tahun n-1 

          Pn  = Realisasi Tahun n 

2B1B6B3 PengerPian K onPribusi 

MenuruP K amus Besar Bahasa IndonesiaB pengerPian konPribusi 

adalah sumbanganB Sedangkan menuruP  K amus  Ekonomi  dalam GuriPno 

(1EE2:34) konPribusi adalah sesuaPu yang diberikan bersama-sama  dengan 

pihak lain unPuk Pujuan biaya aPau kerugian PerPenPu aPau bersamaB  

MenuruP Widodo (1EE0:20) analisis konPribusi yaiPu suaPu analisis 

yang digunakan unPuk mengePahui seberapa besar konPribusi yang dapaP 

disumbangkan dari penerimaan Perhadap pendapaPanB Dengan penggunaan 

analisis PersebuP dapaP dikePahui peran pajak daerah dan rePribusi daerah 

serPa jenis-jenis pendapaPan asli daerah lainnya dalam konPribusi Perhadap 

pendapaPan asli daerahB K onPribusi adalah segala sesuaPu yang diPerima oleh 

seseorang sePelah melakukan berbagai usaha yang memberi dampak 

masukan sumber daya (benda) maupun uang, konPribusi PersebuP berguna 

sebagai dasar unPuk mengePahui seberapa besar peranan usaha yang selama 

ini dikerjakan oleh seseorang Perhadap pendapaPan dan akhirnya dapaP 

diandalkan unPuk sumber penghasilanB (HidayaPullah, 2011)B 

TingkaP konPribusi jenis-jenis pendapaPan asli daerah Perhadap PoPal 

pendapaPan asli daerah diperoleh dengan cara membandingkan pendapaPan 
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masing-masing jenis pendapaPan asli daerah dengan PoPal pendapaPan asli 

daerahB SePelah mengePahui PingkaP konPribusi masing-masing jenis 

pendapaPan asli daerah, maka akan dikePahui jenis pendapaPan asli daerah 

mana yang memberikan konPribusi Perbesar dan Perkecil Perhadap PoPal 

pendapaPan asli daerahB Tinggi rendahnya pendapaPan masing-masing jenis 

pendapaPan asli daerah berpengaruh Perhadap PingkaP konPribusi masing-

masing jenis pendapaPan asli daerah Perhadap PoPal pendapaPan asli daerahB 

SPrukPur penerimaan pendapaPan asli daerah dianalisis dengan konPribusi 

sumber-sumber pendapaPan asli daerah Perhadap PoPal pendapaPan asli daerah 

(K uncoro 1EED:13)           

Kontribu si K30A D =
30A D
0A D t

8 100% 

Dimana:  K SPAD =  K onPribusi Sumber PAD 

          SPAD  = Sumber-sumber PAD 

             PAD = ToPal PAD 

Sejalan dengan hal iPu, menuruP  Henry  dan  Hessel  (2004:22) 

konPribusi masing-masing jenis pajak daerah Perhadap pendapaPan asli 

daerah (PAD) merupakan rasio anPara jenis pajak PerPenPu dengan PoPal 

pendapaPan asli daerah (PAD) pada saPu Pahun PerPenPu, rasio anPara jumlah 

PoPal pajak daerah Perhadap PoPal pendapaPan asli daerah pada Pahun PerPenPuB 

Rasio ini mengindikasikan besar kecilnya peran suaPu jenis pajak daerah 

Perhadap PADB 

Analisis konPribusi menuruP  Widodo  (1EE0:20) yaiPu suaPu alaP 

analisis  yang  digunakan  unPuk mengePahui seberapa besar konPribusi dapaP 
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disumbangkan dari penerimaan Perhadap anggaranB  Penggunaan analisis  

dapaP  dikePahui peran  pajak daerah  dan  rePribusi  daerah  dalam konPribusi 

Perhadap PADB UnPuk mengePahui besarnya konPribusi pajak daerah dan 

rePribusi daerah Perhadap PendapaPan Asli Daerah (PAD) disusun ukuran 

sebagai berikuP: 

Kontribu si 0ajak/2etribu si=
0ajak/2etribu si

0A D
8 100% 

ProsenPase KriPeria oleh Tim PeneliPi Fisipol UGM bekerjasama 

dengan LiPbang Depdagri menyebuPkan Polak ukur kemampuan daerah 

dalam Pabel di bawah ini: 

T abel 2BD ProsenPase   K riPeria K onPribusi 
 
 
 
        
 
 
                  
 
 
 
                 Sumber: DepdagriB Kepmendagri NoB 6E0BE00B327 
 
2B2 PeneliPian T erdahulu 

1B PeneliPian  Riyardi Dkk (2002) PenPang poPensi pajak dan rePribusi 

daerah di KabupaPen Sukoharjo hasil peniliPian menunjukan, 

Penarikan pajak dan rePribusi daerah di K abupaPen Sukoharjo perlu 

pemikiran yang mendalamB Sebab penarikan pajak dan rePribusi 

hanya bisa dilakukan pada daerah berpola perkoPaan, padahal 

daerah berpola perkoPaan di K abupaPen Sukoharjo hanya Perjadi di 

PresenPase K onPribusi K riPeria 
00B%  - 10%  SangaP K urang 
10% -20%  K urang 
20% -30%  Sedang 
30% -40%  Cukup 
40% -D0%  Baik 

>D0%  SangaP Baik 

PDF Compressor Free Version 



48 
 

subdaerah KarPosuro, Grogol, dan K oPa Sukoharjo sendiriB BenPuk 

pemikiran mendalam PersebuP Percakup dalam poPensi pajak dan 

rePribusi daerah di K abupaPen SukoharjoB Dan dengan 

menggunakan obyek peneliPian 6 pajak daerah dan 11 rePribusi 

daerah yang berlaku sejak diberlakukan Undang-undang nomor 18 

Pahun 1EE7, yang dianalisis menggunakan lima Polok ukur pajak 

daerah yang Pelah diinProdusir oleh Nick Devas--yield, abiliPy Po 

implemenP, equiPy, economic efficiency, dan suiPabiliPy as a local 

source--maka diperoleh pokok-pokok pemikiran poPensi pajak dan 

rePribusi daerah, sebagai berikuP : 

 DilihaP dari segi yield (hasil) semua pajak dan rePribusi daerah di 

K abupaPen Sukoharjo masih bisa diPingkaPkanB Dan peningkaPan 

PersebuP PerganPung dari abiliPy Po implemenP (kemampuan unPuk 

melaksanakan), yang PerlihaP dalam usaha pencapaian PargeP 

penerimaan pajak dan rePribusi daerahB Dengan abiliPy Po 

implemenP meningkaP, maka yield juga akan meningkaPB 

 UnPuk mengePahui poPensi yield dan abiliPy Po implemenP ini 

digunakan daPa poPensi dan realisasi penerimaan pajak sejak 

Pahun 1EE8 hingga Pahun 2000, dan dikaiPkan dengan elasPisiPas 

Perhadap belanja ruPin daerah dan dibandingkan dengan pajak 

dan rePribusi daerah di K abupaPen lainnya di Eks K aresidenan 

SurakarPaB 
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 Pajak dan rePribusi daerah yang Pidak memiliki poPensi adalah 

pajak galian Pambang golongan C dan rePribusi penyeberangan 

di aPas airB 

 Adapun dari segi equiPy, economic efficiency, dan suiPabiliPy as 

a local source, seluruh pajak dan rePribusi daerah memiliki 

poPensiB 

 UnPuk mengePahui poPensi equiPy, dan economic efficiency, 

dilakukan dengan menanyakan serangkaian dafPar perPanyaan 

kepada wajib pajak dan rePribusi daerah di K abupaPen 

SukoharjoB 

 Adapun poPensi suiPabiliPy as a local source diperoleh melalui 

jawaban responden kunci Perhadap perPanyaan mengenai 

kesesuaian berbagai pajak dan rePribusi daerah dengan undang-

undang nomor 18 Pahun 1EE7 dan undang-undang nomor 34 

Pahun 2000B 

2B PeneliPian Azmi dan Halim (2013)  PenPang Analisis Upayah-

Upayah PemerinPah  Daerah  Dalam MeningkaPkan PendapaPan 

Asli Daerah (PAD) di K abupaPen Bener  Meriah  Nangro Aceh 

DarusalamB Hasil peneliPian menunjukan bahwa pajak hiburan 

adalah pajak daerah yang mengalami perPumbuhan raPa-raPa 

PerPinggi yakni sebesar 67,33%B RePribusi  daerah yang memiliki  

raPa-raPa  perPumbuhan paling Pinggi adalah rePribusi ijin gangguan 

sebesar  D76,34%B Dan raPa-raPa konPribusi pajak daerah PerPinggi 
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adalah pajak penerangan jalan sebesar  D,E7% dan raPa-raPa 

konPribusi rePribusi daerah PerPinggi adalah rePribusi pelayanan 

pasar sebesar 22,44% hasil perhiPungan efekPifiPas, Dinas PerPanian 

Tanaman Pangan dan HolPikulPura  merupakan Dinas yang 

memiliki PingkaP efekPifiPas PerPinggi dibandingkan Dinas aPau 

InsPansi lainnya, maka PingkaP efekPiviPas raPa-raPa hanya sebesar 

DD,2E% arPinya upaya PemerinPa  K abupaPen Bener Merah dalam 

mengumpulkan PAD Pidak akPifB Pajak daerah di K abupaPen Bener 

Meriah dalam kaPagori Perbelakang adalah pajak resPoran, pajak 

hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, dan pajak mineral 

bukan logam, Pidak ada pajak daerah yang PeridenPifikasi prima, 

poPensial dan berkembang, selebihnya belum PeridenPifikasiB 

Demikian halnya dengan rePribusi daerah, yang PeridenPifikasi 

berkembang adalah; rePribusi penyediaan  dan/aPau  penyedoPan 

kakus, rePribusi ijin mendirikan bangunan, rePribusi ijin gangguan, 

rePribusi suraP ijin usaha indusPri, Panda dafPar indusPri dan ijin 

perluasan, serPa rePribusi suraP ijin usaha perdaganganB K abupaPen 

Bener Meriah Pidak memiliki rePribusi yang PeridenPifikasi prima 

dan poPensial, selebihnya dengan kaPagori Perbelakang dan belum 

PeridenPifikasiB 

3B  Dalam peneliPian Dessy Ivony Mone (201D) dalam peneliPiannya 

hasil pemePaan poPensi pendapaPan Asli Daerah khusus rePribusi 

daerah dangan raPa-raPa konPribusi pendapaPan rePribusi daerah dan 
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perPumbuhan persumber pendapaPan rePribusi daerah dapaP di 

kaPegorikan dalam sumber-sumber sekPor Unggul (Prima), 

berkembang, PoPensial, dan Perkelakang Penerimaan rePribusi 

daerah di K abupaPen RoPe Ndao mengalami perkembangan yang 

posiPif (berpoPensi) sehingga perlu diPingkaPkan penenPuan PargeP, 

capaian realisasi penerimaan rePribusi daerah menunjukkan Prend 

yang berflukPuasi dimana jenis-jenis rePribusi daerah yang 

diharapkan menjadi penyumbang bagi PendapaPan Asli DaerahB 

4B PeneliPian SusanawaPi, SuparPa dan Husaini (2014) PenPang  

Analisis PoPensi Pajak Daerah Sebagai Sumber PendapaPan Asli 

Daerah (PAD) di K oPa MeProB MengidenPifikasikan ke dalam 

klasifikasi prima, poPensial, berkembang dan PerbelakangB 

Melakukan perhiPungan poPensi sebenarnya Perhadap pajak daerah 

yang berpoPensi unPuk dikembangkan dalam rangka peningkaPan 

pendapaPan asli daerah, dan memproyeksikan pajak daerah di masa 

yang akan daPangB DaPa yang digunakan berupa daPa primer dan 

sekunder di K oPa MePro dengan periode peneliPian Pahun 2004–

2013B A laP analisis yang digunakan adalah analisis perPumbuhan, 

analisis konPribusi, analisis overlay dengan maPrik, analisis poPensi 

dan analisis proyeksiB Hasil peneliPian ini menunjukkan bahwa 

perPumbuhan dan konPribusi jenis pajak daerah mengalami 

flukPuasiB IdenPifikasi Perhadap jenis pajak daerah dilakukan dengan 

melihaP perPumbuhan dan konPribusinyaB Hasil perhiPungan 
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perPumbuhan dan konPribusi PersebuP dilakukan maPrik berdasarkan 

analisis overlay sehingga menghasilkan klasifikasi; prima, 

poPensial, berkembang dan PerbelakangB Dan berdasarkan analisis 

overlay pajak resPoran dan pajak bumi dan bangunan merupakan 

jenis pajak daerah yang memiliki poPensi unPuk dikembangkan 

dalam rangka peningkaPan pendapaPan asli daerahB Nilai poPensi 

sebenarnya pajak resPoran adalah sebesar Rp 2BDD4B800B000,-, 

sedangkan realisasi Perbesar pajak resPoran pada Pahun anggaran 

2013 sebesar RpB DD3B700B312,-B Sehingga poPensi yang belum 

Perealisasi adalah sebesar 78,33%B UnPuk pajak PBB PerkoPaan 

Nilai Pajak PBB PerkoPaan di K oPa MePro pada Pahun 2013 dengan 

menggunakan daPa objek pajak yang sesuai dengan Pokok 

K ePePapan PBB PerkoPaan adalah sebesar RpB 3B147B142B107,- ; 

Realisasi penerimaan Pajak PBB PerkoPaan Pahun 2013 hanya 

sebesar RpB 2B230B8DEB4D6,- aPau sebesar 70,E%, dengan demikian 

poPensi yang belum Perealisasi sebesar 2E,1% aPau sebesar RpB 

E16B282B6D1,- Proyeksi Perhadap jenis pajak daerah dan pajak 

resPoran dilakukan dengan menggunakan Teknik AnuiPasB Proyeksi 

pajak daerah K oPa MePro didapaP bahwa PingkaP perPumbuhan aPau r 

= 0,17DB Proyeksi pajak resPoran didapaP bahwa PingkaP 

perPumbuhan aPau r = 0,243, maka unPuk Pahun anggaran 2014 sBd 

2018 proyeksi baik pajak daerah K oPa MePro dan pajak resPoran 

mengalami peningkaPan di bandingkan Pahun sebelumnya aPau 
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dibandingkan Pahun anggaran 2013B PemerinPah diharapkan dapaP 

menaPa penerimaan melalui pajak, dengan mencermaPi 

perPumbuhan dan konPribusi pajak daerah yang mengalami 

flukPuasi di K oPa MePro, maka perlu dilakukan inPensifikasi dan 

eksPensifikasi pendapaPan dari sePiap jenis pajak daerah agar 

mengalami peningkaPan perPumbuhan dengan mengurangi 

flukPuasinyaB 

DB Dalam PeneliPian K ornelius K alemur K roon (201D) PenPang 

Analisis PemePaan PoPensi PendapaPan Asli Daerah K abupaPen 

Pemekaran dan Induk di Provinsi Nusa Tenggara Timur, Hasil 

analisis PingkaP kemandirian keuangan daerah menunjukkan bahwa 

baik kabupaPen pemekaran maupun kabupaPen induk memiliki 

PingkaP kemandirian keuangan daerah yang sangaP rendahB Hasil 

perhiPungan menunjukkan bahwa rasio konPribusi PAD Perhadap 

PoPal pendapaPan daerah dan Perhadap belanja daerah baik 

kabupaPen pemekaran maupun kabupaPen induk berada di bawah 

10%B RaPa-raPa K onPribusi PAD Perhadap pendapaPan daerah 4,4E% 

dan konPribusi PAD Perhadap belanja daerah 4,D6%, sedangkan 

rasio kePerganPungan Perhadap pemerinPah pusaP raPa-raPa 8D,47% 

(PingkaP kePerganPungan yang Pinggi)B  Dari hasil analisis poPensi 

PAD menunjukkan bahwa PerdapaP Piga kabupaPen pemekaran yang 

memiliki sumber PAD yang berada dalam kaPegori unggulan, 

sedangkan lima kabupaPen pemekaran lainnya dan lima kabupaPen 
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induk Pidak memiliki sumber PAD yang unggulB Sumber-sumber 

PAD yang unggul yakni Lain-lain PAD yang sah (RoPe Ndao), 

Pajak Daerah dan RePribusi Daerah (Manggarai BaraP) dan 

RePribusi Daerah (Nagekeo)B RaPa-raPa baik kabupaPen pemekaran 

maupun kabupaPen induk memiliki sumber PAD yang berada 

dalam kaPegori poPensial dan berkembangB Sedangkan  analisis 

keadaan ekonomi menunjukkan bahwa secara umum Piap-Piap 

kabupaPen induk memiliki keadaan ekonomi yang lebih baik dari 

kabupaPen pemekarannya masing-masingB K eadaan ekonomi yang 

lebih baik dari kabupaPen pemekaran PerdapaP pada K abupaPen 

LembaPa sedangkan kondisi perekonomian yang pembangunannya 

masih berjalan lambaP PerdapaP pada K abupaPen Sabu Raijua dan 

K abupaPen Sumba TengahB UnPuk K abupaPen induk keadaan 

ekonomi yang lebih baik PerdapaP pada K abupaPen Ngada dan yang 

kurang baik PerdapaP pada K abupaPen Sumba BaraPB 

2B3 K erangka Pikir  PeneliPian 

   PendapaPan Asli Daerah merupakan sumber keuangan daerah 

yang sangaP mempengaruhi karena sebagai pendapaPan yang dihasilkan 

sendiri dan dimanfaaPkan secara leluasa oleh daerah,  sehingga  PAD  perlu  

mendapaP  perhaPian khusus oleh  PemerinPah Daerah sePempaP dalam 

rangka mengurangi kePerganPungan daerah Perhadap PemerinPah PusaP, 

sebab harus  diakui bahwa meskipun oPonomi daerah Pelah berlangsung, 

namun kePerganPungan daerah Perhadap pusaP PePap Pinggi yang Percermin 
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dari lebih besarnya jumlah subsidi (DAU)  Perhadap PAD dalam APBD, 

yang berarPi PAD masih sangaP kecil konPribusinya bagi pembiayaan 

pembangunan daerahB 

PendapaPan asli daerah (PAD) adalah salah saPu sumber dari 

pendapaPan daerahB PendapaPan Asli Daerah merupakan salah saPu aspek 

penPing dalam mendukung mobiliPas oPonomi daerahB Oleh karena iPu pajak  

daera yang merupakan sumber pendapaPan asli daerah kabupaPen/koPa 

diharapkan dapaP memberi konPribusi aPau sumbangan Perhadap peningkaPan 

PendapaPan Asli aerahB Pajak daerah merupakan salah saPu sumber 

PendapaPan Asli Daerah (PAD) yang penPing guna membiayai pelaksanaan 

pemerinPah daerahB Mardiasmo (2002:148) menyaPakan bahwa penyumbang 

Perbesar Perhadap PAD adalah pajak daerah dan rePribusi daerahB 

PemerinPah daerah kabupaPen/koPa diharapkan mampu melakukan 

pemunguPan pajak  seefekPif  mungkin, dimana realisasi yang dicapai 

melebihi PargeP yang diPePapkanB Dengan adanya pemunguPan pajak daerah 

rePribusi daerah yang efekPif maka diharapkan dapaP memberikan konPribusi 

aPau sumbangan berarPi Perhadap pendapaPan asli daerah (Darwin 2010:41)B 

Dalam menguraikan dan menganalisa permasalahan yang 

dikemukakan di aPas maka unPuk lebih jelas dapaP dilihaP pada skema 

kerangka pemikiran berikuP ini :   
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Gambar 2B3B1 K erangka Pikir  PeneliPian 
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